
BUPATI BADUNG 
PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI BADUNG 
NOMOR 7 TAHUN 2025 

TENTANG 

l sALINAN I 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN BADUNG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

a . bahwa dalam rangka menciptakan kesesuaian pelaksanaan 
standar operasional prosedur pada sekretariat daerah 
Kabupaten Badung, dengan adanya perubahan struktur 
organisasi berupa perubahan, penambahan, dan 
pengurangan bagian pada sekretariat daerah; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 17 
Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Badung, maka Peraturan Bupati Nomor 18 
Tahun 2016 ten tang Standar Operasional Prosedur pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, sudah tidak sesuai 
dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, 
sehingga perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 18 
Tahun 2016 ten tang Standar Operasional Prosedur pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Badung; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
tclah diubah beberupn ko.li, terukhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tcntang Provinsi 
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
No,nvi· G2, Tc:uub~h=i L,aubc;i;reu:i Nc5=·~ Rcp1.1.1'1i.k 

Indonesia Nomor 6871); 

5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalum Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 
20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Badung Nomor 17); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR PADA SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN BADUNG. 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar 
Operasional Prosedur Pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 
Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. 

Ditetapkan di Mangupura 
pa.~fat;~~5 Pebruari 2025 

Diundangkan di Mangupura 
pada tangga½' 2 ri 2025 

,. 

SEKRET ~M~~'~ \}PATEN BADUNG, 

~ 

(} 

BERITA ~ ~';~,_y- ,EN BADUNG T AHUN 202) NOMOR 7. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Huku m 
Setda. upaten Badung, 

Anak Agung Gde Asteya Yudhya 
NIP. 19720510 199903 1 008 


